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Dengan memanjatkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 dapat  diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Tahun 2018 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis  Perjanjian  Kinerja,  Pelaporan  Kinerja  dan  Tata  Cara  Reviu  Atas  Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif Laporan Kinerja ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang  menginformasikan  penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan  kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang.

Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018  merupakan  media  pertanggungjawaban  kinerja  yang  telah  ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2014–2018, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hasil  pencapaian  kinerja  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

IKHTISAR EKSEKUTIF

  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang wajib menyusun  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan Laporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018 merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dan tujuan Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih, dan bertanggungjawab, serta merupakan bentuk pertanggungjawaban  kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat yang dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dari laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada Pimpinan dalam menentukan strategi dan kebijaksanaan yang akan diambil untuk meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas dimasa mendatang.  
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dipakai sebagai media akuntabilitas bagi instansi pemerintah. Instansi Pemerintah berkewajiban menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan yang menyampaikan pelaporannya adalah instansi-instansi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga merupakan implementasi sistem akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban  kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat yang dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan mengacu pada pedoman ini Instansi Pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan atau kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara berdayaguna dan berhasilguna. Perlunya sistem pertanggungjawaban daerah terhadap segala proses tindakan-tindakan yang dibuat dalam rangka tata tertib menuju instrumen akuntabilitas daerah inilah yang merupakan bagian terpenting yang perlu ditata sehingga pada akhirnya menjadi instrumen untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).
Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki komitmen untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah penyusunan LAKIP yang harus selesai dan  disampaikan tepat pada waktunya. Dalam rangka untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) juga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. LAKIP harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat mengintegrasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan. Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana stratejik. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat serta bila memungkinkan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat serta dampaknya. Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. 
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Karanganyar berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan  yang  baik  (good governance) dan  berorientasi  kepada  hasil  (result oriented government) sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diujikan diandalkan.

Tahun 2018 merupakan tahun kelima dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2014-2018, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator- indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mencapai misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018.
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar merupakan bagian dari fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dan merupakan salah satu Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dalam dunia birokrasi sistem akuntabilitas suatu Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal itu, telah dikembangkan dan diterapkan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasilguna, bersih, dan bertanggungjawab, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan dokumen pelaporan yang memberikan informasi mengenai kinerja yang telah dicapai yang diperhitungkan atas dasar Rencana Kinerja yang telah disusun sebelumnya. LAKIP juga merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai oleh Instansi Pemerintah. LAKIP harus disusun secara jujur, obyektif, akurat, dan transparan. Penanggungjawaban penyusunan LAKIP adalah pejabat yang secara fungsional bertanggungjawab melakukan dukungan administratif di instansi masing-masing, namun dalam pelaksanaannya dapat membentuk suatu Tim Kerja yang ditunjuk untuk menyusun LAKIP. Prinsip-prinsip penyusunan LAKIP yaitu :
a. Prinsip Lingkup Pertanggungjawaban. Isi laporan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggungjawab masing-masing instansi serta memuat keberhasilan maupun kegagalan.
b. Prinsip Prioritas. Isi laporan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan dan upaya-upaya tindak lanjutnya.
c. Prinsip Manfaat. Manfaat laporan harus lebih besar dari pada biaya penyusunannya dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja. 
Selain itu beberapa ciri laporan yang baik antara lain relevan, tepat waktu, dapat dipercaya/diandalkan, mudah dimengerti (jelas dan cermat), dalam bentuk yang menarik (tegas dan konsisten, tidak kontradiktif antar bagian), berdaya banding tinggi (reliable), berdaya uji (verifiable), lengkap, netral, padat dan mengikuti standar pelaporan yang ditetapkan.
Terwujudnya peningkatan pelaksanaan pemerintahan dalam bidang pekerjaan umum di Kabupaten Karanganyar yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab, maka pelaksanaan akuntabilitas kinerja tugas bidang pekerjaan umum menjadi wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (good governance). Good Governance merupakan prasyarat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mewujudkan tujuan sesuai dengan visi dan misi sehingga dapat dipertanggungjawaban secara tepat, jelas, terukur dan legitimate. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan , kelemahan, peluang, dan tantangan/kendala, analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangatlah penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah, sedangkan siklus sistem akuntabilitas kinerja yang tidak terputus dan terpadu yaitu Perencanaan Stratejik, Perencanaan Kinerja, Pengukuran dan Evaluasi Kinerja, dan Pelaporan Kinerja. Adapun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar ini memuat pokok – pokok laporan yang berisi informasi kinerja dari pelaksanaan Program Kerja Tahun Anggaran 2018. 

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maka perlu mengindentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan. Hal ini harus dijalankan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar agar  mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan yang strategis. Faktor-faktor penentu keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dinas dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara efektif dan efisien. Faktor-faktor penentu keberhasilan yang dimaksudkan tersebut mencakup faktor external dan internal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar yaitu dapat diindentifikasikan sebagai berikut :
a. Perangkat perundang-undangan yang mendukung

Perangkat Perundang-undangan memberikan legitimasi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, dengan demikian secara prosedural ketentuan Perundang-undangan tersebut  merupakan pra kondisi yang dibutuhkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sehingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar mempunyai perangkat Perundang-undangan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi / Urusan Pemerintahan Bidang  Pekerjaan Umum.

b. Kualitas dan profesionalisme aparatur 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang pekerjaan umum, sesuai kewenangan yang diberikan maka diperlukan Aparatur Pemerintah / Pegawai yang berkualitas dan profesional serta didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, dalam hal ini diperlukan pula paradigma Aparat Pemerintah sebagai pelayan masyarakat harus diwujudkan dalam kesiapan bekerja dan kecepatan pelayanan.

c. Metode dan prosedur pelaksanaan tugas

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar menuntut adanya instrumen yang memiliki kemampuan yang memadai. Perubahan lingkungan yang mempengaruhi keberadaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga menuntut adanya pemutakhiran cara / metode dan prosedur pelaksanaan tugas. Oleh karena itu pemutakhiran atau rekayasa ulang terhadap dinas dan tata kerja yang tepat, sistem pelaporan akurat, sistem akuntasi keuangan, anggaran berbasis kinerja, standar analisis proyek, rencana strategis sangat diperlukan untuk mendukung proses kerja yang bertumpu pada manajemen perubahan.

Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit untuk dilakukan secara obyektif. Pengukuran kinerja suatu instansi hanya lebih ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Suatu instansi dikatakan berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya apabila dapat menyerap seratus persen anggaran pemerintah, walaupun hasil maupun dampak dari pelaksanaan program tersebut terkadang dibawah standar. Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur, dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input (masukan) dari program akan tetapi lebih ditekankan kepada keluaran, proses, manfaat dan dampak. Melalui pengukuran kinerja, keberhasilan suatu instansi pemerintah akan lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut berdasarkan sumber daya yang dikelolanya sesuai dengan rencana yang telah disusun. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan bagian dari Instansi Pemerintah membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dalam rangka mengemban tugas pokok dan fungsinya, sehingga diharapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat  melaksanakan setiap kegiatannya sesuai dengan yang direncanakan sebagai perwujudan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi, strategi organisasi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga disusun supaya dapat berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance).

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

· Kedudukan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar merupakan bagian dari fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dan merupakan salah satu Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Karanganyar mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pekerjaan umum. Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait dengan peraturan perundangan yang berlaku, antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah  Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833).
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389 ).
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).

5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

6. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Tata Cara Pengaturan Air.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari :

a) Kepala Dinas

b) Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Perencanaan

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c) Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi  terdiri dari :

a. Seksi Tata Ruang
b. Seksi Bina Konstruksi  
c. Seksi Pengendalian Mutu
d) Bidang Jalan terdiri dari  :

a. Seksi Perencanaan Bina Marga
b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan
c. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan
e) Bidang Cipta Karya terdiri dari  :

a. Seksi Perencanaan Cipta Karya
b. Seksi Penyehatan Lingkungan
c. Seksi Infrastruktur Keciptakaryaan
f) Bidang Sumber Daya Air (SDA) terdiri dari  :

a. Seksi Perencanaan SDA
b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Pengairan
c. Seksi Pelestarian dan Operasi Sumber Daya Air
g) Unit Pelaksana Teknis Dinas

h) Kelompok Jabatan fungsional

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KARANGANYAR




· DAFTAR PEGAWAI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KARANGANYAR
	NO
	NAMA 
	NIP BARU
	STATUS 
	PANGKAT/ 

	
	TEMPAT LAHIR
	
	KEPEGAWAIAN
	GOL

	01
	EDHY SRIYATNO,ST,MT
	19600323 198703 1 007
	PNS
	IV/B

	 
	Surakarta, 23 Maret 1960
	 
	 
	 

	02
	TITIK UMARNI, SH, MM
	19660923 198607 2 001
	PNS
	IV/B

	 
	Karanganyar, 23 Sept 1966
	 
	 
	 

	03
	BAMBANG SUKARJO, S.H., M.M.
	19670617 199203 1 010
	PNS
	III/D

	 
	Karanganyar, 17 Juni 1967
	 
	 
	 

	04
	ARY WIDYASTUTI,ST
	19800612 201001 2 026
	PNS
	III/c

	 
	Sragen, 12 Juni 1980
	 
	 
	 

	05
	RADITYA DWI NUGRAHA
	19840506 201001 1 001
	PNS
	II/c

	 
	Karanganyar, 06 Mei 1984
	 
	 
	 

	06
	SRI REJEKI,SE,MM
	19620102 198702 2 003
	PNS
	IV/A

	 
	Karanganyar, 02 Jan 1962
	 
	 
	 

	07
	SITI RODLIYAH, SE
	19650301 198703 2 009
	PNS
	III/d

	 
	Wonogiri, 1 Maret 1965
	 
	 
	 

	08
	WARIAGUNG NUSANTORO,SE
	19801224 201001 1 003
	PNS
	III/c

	 
	Sukoharjo, 24 Desember 1980
	 
	 
	 

	09
	LISA WIJAYANTI,ST
	19770819 201101 2 003
	PNS
	III/b

	 
	Sragen, 19 Agustus 1977
	 
	 
	 

	10
	CUCU MARYATI
	19610502 198303 2 007
	PNS
	III/b

	 
	Garut , 2 Mei 1961
	 
	 
	 

	11
	SURANTO
	19650524 199003 1 006
	PNS
	III/b

	 
	Karanganyar, 24 Mei 1965
	 
	 
	 

	12
	ARI YUNANTO, S.E.
	19800616 201001 1 004
	PNS
	III/a

	 
	Karanganyar, 16 Juni 1980
	 
	 
	 

	13
	DAHYONO,S.Sos
	19641213 199703 1 001
	PNS
	III/a

	 
	Karanganyar, 13 Desember 1964
	 
	 
	 

	14
	ARDIE NANANG TRI WIBOWO,A.Md
	19850521 201101 1 006
	PNS
	II/d

	 
	Karanganyar, 21 Mei 1985
	 
	 
	 

	15
	CHRISTNA SUCY W
	19701201 200701 2 033
	PNS
	II/c

	 
	Surakarta, 1 Desember 1970
	 
	 
	 

	16
	FITRI YULIANITA
	19830725 201001 2 003
	PNS
	II/c

	 
	Surakarta, 25 Juli 1983
	 
	 
	 

	17
	HARTONO, SE,MM
	19700728 199203 1 005
	PNS
	III/D

	 
	Karanganyar, 28 Juli 1970
	 
	 
	 

	18
	SUPARNO,S.Sos
	19670315 198808 1 002
	PNS
	III/d

	 
	Karanganyar, 15 Maret 1967
	 
	 
	 

	19
	SRIYATI
	19620808 199303 1 003
	PNS
	III/b

	 
	Klaten , 8 Agustus 1962
	 
	 
	 

	20
	AGUS KUNTADI,S.Sos
	19670818 199803 1 009
	PNS
	III/b

	 
	Karanganyar, 18 Agustus 1967
	 
	 
	 

	21
	TRIYADI
	19650324 200604 1 003
	PNS
	II/d

	 
	Wonogiri, 24 Maret 1965
	 
	 
	 

	22
	WALUYO
	19690117 200701 1 027
	PNS
	II/c

	 
	Karanganyar, 17 Januari 1969
	 
	 
	 

	23
	SRIYONO
	19630115 200902 1 001
	PNS
	II/c

	 
	Wonogiri, 15 Januari 1963
	 
	 
	 

	24
	SRI GIYARTI
	19770921 201001 2 001
	PNS
	II/c

	 
	Karanganyar, 21 Sept 1977
	 
	 
	 

	25
	AHMADI
	19790319 201001 1 001
	PNS
	II/c

	 
	Kotabaru, 19 Maret 1979
	 
	 
	 

	26
	SUSI NURYANI
	19760624 201001 2 001
	PNS
	II/c

	 
	Karanganyar, 24 Juni 1976
	 
	 
	 

	27
	HARI MURTONO
	19820403 201001 1 005
	PNS
	II/c

	 
	Karanganyar, 03 April 1982
	 
	 
	 

	28
	SINGGIH SUMBODO
	19761009 201001 1 001
	PNS
	II/c

	 
	Karanganyar, 09 Oktb 1976
	 
	 
	 

	29
	ARIF KURNIAWAN
	19841107 201001 1 011
	PNS
	II/b

	 
	Karanganyar, 07 Nop 1984
	 
	 
	 

	30
	SUWAR
	19680615 200701 1 035
	PNS
	II/b

	 
	Karanganyar, 15 Juni 1968
	 
	 
	 

	31
	TOTOK HARSONO
	19700210 200701 1 014
	PNS
	II/a

	 
	Karanganyar, 10 Februari 1970
	 
	 
	 

	32
	SURANTO
	19680916 200701 1 019
	PNS
	II/a

	 
	Karanganyar, 16 Sep 1968
	 
	 
	 

	33
	DANI YULIYANTO
	19710906 200902 1 001
	PNS
	II/a

	 
	Karanganyar, 06 Sept 1971
	 
	 
	 

	34
	SUGINO
	19721114 201001 1 001
	PNS
	I/c

	 
	Karanganyar, 14 Nop 1972
	 
	 
	 

	35
	SUWARNO
	19790426 201001 1 005
	PNS
	I/c

	 
	Karanganyar, 26 April 1979
	 
	 
	 

	36
	LOSO
	19690413 201001 1 002
	PNS
	I/b

	 
	Karanganyar, 13 April 1969
	 
	 
	 

	 
	BIDANG SUMBER DAYA AIR

	37
	W I D O D O.ST,M.Eng
	19630113 198808 1 001
	PNS
	III/D

	 
	Surakarta, 13 Januari 1963
	 
	 
	 

	38
	JOKO WIDODO.ST,MM
	19660210 198808 1 003
	PNS
	III/D

	 
	Karanganyar, 10 Pebruari 1966
	 
	 
	 

	39
	DEWI SETYARINI, S.T, M.T.
	19770728 200801 2 021
	PNS
	III/c

	 
	Karanganyar, 28 Juli 1977
	 
	 
	 

	40
	ROSHINTA WIDAYANTI,ST
	19830401 201101 2 008
	PNS
	III/b

	 
	Karanganyar, 01 April 1983
	 
	 
	 

	41
	ADITYA WIDYAMURTI, Amd
	19810918 201001 1 003
	PNS
	III/a

	 
	Barito Utara, 18 Sept 1981
	 
	 
	 

	42
	BUDIHARJO, ST
	19630405 199703 1 003
	PNS
	III/C

	 
	Karanganyar, 5 April 1963
	 
	 
	 

	43
	KARMANTO, ST
	19670608 199302 1 001
	PNS
	III/c

	 
	Karanganyar, 8 Juni 1967
	 
	 
	 

	44
	YESSIE SETIANINGTYAS,ST
	19791201 201101 2 006
	PNS
	III/b

	 
	Surakarta, 01 Desember 1979
	 
	 
	 

	45
	SUNARTO
	19620917 200604 1 004
	PNS
	II/b

	 
	Karanganyar, 17 Sept 1962
	 
	 
	 

	46
	SUPARDI
	19690516 200701 1 019
	PNS
	I/c

	 
	Karanganyar, 16 Mei 1969
	 
	 
	 

	47
	TUGIMIN.Amd
	19690823 199302 1 001
	PNS
	III/c

	 
	Karanganyara , 23 AgusT 1969
	 
	 
	 

	48
	NARYONO
	19680410 199803 1 006
	PNS
	II/d

	 
	Karanganyar, 1 April 1968
	 
	 
	 

	49
	LARDI, S.T.
	19720123 200701 1 006
	PNS
	II/c

	 
	Karanganyar, 23 Januari 1972
	 
	 
	 

	50
	TRI KADARNO
	19780105 201001 1 007
	PNS
	II/c

	 
	Karanganyar, 05 Jan 1978
	 
	 
	 

	51
	HARNOWO AGUS KARJONO
	19700817 200701 1 034
	PNS
	II/b

	 
	Karanganyar, 17 Agustus 1970
	 
	 
	 

	BIDANG BINA MARGA

	52
	DARMANTO,S.T.,M.M.
	19631108 198909 1 001
	PNS
	IV/A

	 
	Karanganyar, 8 Nop 1963
	 
	 
	 

	53
	MARGONO,S.T.,M.M.
	19730104 200604 1 005
	PNS
	III/D

	 
	Karanganyar, 4 Januari 1973
	 
	 
	 

	54
	AGUS SUTRISNO,ST
	19761120 200902 1 004
	PNS
	III/c

	 
	Semarang, 20 Nopember 1976
	 
	 
	 

	55
	ARIF BAYU PRIYAMBODO, S.T.
	19820118 201101 1 007
	PNS
	III/b

	 
	Nabire Papua, 18 Jan 1982
	 
	 
	 

	56
	SUPARNO
	19601213 198503 1 008
	PNS
	III/b

	 
	Pati, 13 Desember 1960
	 
	 
	 

	57
	WIBAWA
	19680415 201001 1 002
	PNS
	II/c

	 
	Karanganyar, 15 April 1968
	 
	 
	 

	58
	AGUS SETlYATMOKO
	19770806 201001 1 006
	PNS
	II/c

	 
	Karanganyar,06 Agust 1977
	 
	 
	 

	59
	TRI WIYONO,S.T.,M.T.
	19740603 200501 1 1007
	PNS
	III/D

	 
	Kra, 3 Juni 1974
	 
	 
	 

	60
	GUNAWAN,S.AP,MM
	19690313 199203 1 012
	PNS
	III/c

	 
	Karanganyar, 13 Maret 1969
	 
	 
	 

	61
	TRIYANTO,ST
	19760323 201001 1 023
	PNS
	III/c

	 
	Sragen, 23 Maret 1976
	 
	 
	 

	62
	ANGGA DARMAWAN,ST
	19841128 201001 1 023
	PNS
	III/c

	 
	Karanganyar, 28 Nopemb 1984
	 
	 
	 

	63
	AGUSTIN EKA W,ST
	19800806 201001 2 021
	PNS
	III/c

	 
	Klaten, 06 Agustus 1980
	 
	 
	 

	64
	ROHMATUN, ST, MT
	19800527 201001 2 018
	PNS
	III/c

	 
	Karanganyar, 27 Mei 1980
	 
	 
	 

	65
	RISDIYANTO, S.Sos
	19730208 199503 1 001
	PNS
	III/c

	 
	Pekalongan, 8 Pebruari 1973
	 
	 
	 

	66
	SUMBARNO
	19611220 198709 1 001
	PNS
	III/b

	 
	Surakarta, 20 Desember 1961
	 
	 
	 

	67
	ARIS SUMANTRI
	19820215 201001 1 002
	PNS
	II/c

	 
	Jepara, 15 Februari 1982
	 
	 
	 

	68
	NANANG MARDIYANTO
	19810330 201001 1 005
	PNS
	II/c

	 
	Karanganyar, 30 Maret 1981
	 
	 
	 

	69
	DJOKO PRIJONO
	19730503 200701 1 015
	PNS
	II/a

	 
	Karanganyar, 3 Mei 1973
	 
	 
	 

	70
	SUPARWANTO, S.Sos, M.M.
	19620730 198607 1 001
	PNS
	IV/A

	 
	Karanganyar, 30 Juli 1962
	 
	 
	 

	71
	ISRIADI PUTRANTO, S.T.
	19790115 200801 1 006
	PNS
	III/c

	 
	Karanganyar, 15 Januari 1979
	 
	 
	 

	72
	BRIAN ADI SETIYAWAN,ST
	19840824 201001 1 013 
	PNS
	III/c

	 
	Sragen, 24 Agustus 1984
	 
	 
	 

	73
	LUCIA DWI PUJIASTUTI,ST
	19791110 201001 2 018
	PNS
	III/c

	 
	Karanganyar, 10 Nop 1979
	 
	 
	 

	74
	DIAN RETNO ANUGRAH, S.T.,M.T.
	19810915 201001 2 021
	PNS
	III/c

	 
	Karanganyar, 15 Sept 1981
	 
	 
	 

	75
	FARID ACHMADI, S.T., M.T.
	19761229 200902 1 001
	PNS
	III/c

	 
	Surakarta, 29 Desember 1976
	 
	 
	 

	76
	AWALIYAH CAHYANINGRUM,SH
	19810616 201001 2 007
	PNS
	III/c

	 
	Surakarta, 16 Juni 1981
	 
	 
	 

	77
	SRI RAHAYU, S.Sos
	19680220 200701 2 017
	PNS
	II/c

	 
	Karanganyar, 20 Peb 1968
	 
	 
	 

	78
	S U K I R
	19710725 200701 1 007
	PNS
	I/c

	 
	Karangaynyar, 25 Juli 1971
	 
	 
	 

	79
	ASIHNO PURWADI, S.T.
	19720828 199803 1 016
	PNS
	IV/A

	 
	Kra,28 Agustus 1972
	 
	 
	 

	80
	ENDRO DWIMIHARJO,ST,MM
	19781106 200501 1 005
	PNS
	III/D

	 
	Karanganyar, 6 Nopember 1978
	 
	 
	 

	81
	AGUS SUPRIYANTO, S.Pd
	19750823 200903 1 003
	PNS
	III/c

	 
	Karanganyar, 23 Agust 1975
	 
	 
	 

	82
	SRI UNTARI
	19680730 198903 2 010
	PNS
	III/b

	 
	Solo, 30 Juli 1968
	 
	 
	 

	83
	DARMANTO, Amd
	19730728 200801 1 010
	PNS
	III/a

	 
	Karanganyar, 28 Juli 1973
	 
	 
	 

	84
	SRI WAHYUNI
	19730812 201001 2 002
	PNS
	II/c

	 
	Karanganyar, 12 Agustus 1973
	 
	 
	 

	85
	RIQI FITRIANA
	19830708 201001 2 001
	PNS
	II/c

	 
	Karanganyar, 08 Juli 1983
	 
	 
	 

	86
	TRI MARYANTO
	19820215 201001 1 003
	PNS
	II/c

	 
	Karanganyar, 15 Feb 1982
	 
	 
	 

	87
	PURWANTO SUPRIATMOJO
	19720428 200701 1 007
	PNS
	II/a

	 
	Karanganyar, 28 April 1972
	 
	 
	 

	88
	AGUS SUSILO, ST MM
	19610818 198303 1 019
	PNS
	IV/A

	 
	Karanganyar, 18 Agust 1961
	 
	 
	 

	89
	TRIYARSO,ST
	19740421 200902 1 002
	PNS
	III/c

	 
	Karanganyar, 21 April 1974
	 
	 
	 

	90
	EKA DWI ANGGARA, S.T., M.T.
	19811018 200902 1 003
	PNS
	III/c

	 
	Karanganyar, 18 Oktober 1981
	 
	 
	 

	91
	HERU SANTOSO
	19660319 198808 1 001
	PNS
	III/b

	 
	Wonogiri, 19 Maret 1966
	 
	 
	 

	92
	AGUS SUNARTO
	19810202 201001 1 004
	PNS
	II/c

	 
	Karanganyar, 02 Feb 1981
	 
	 
	 

	93
	SUTARNO,ST
	19610312 198510 1 003
	PNS
	III/D

	 
	Karanganyar, 12 Maret 1961
	 
	 
	 

	94
	AHMAD TEGUH RAHARJO,S.Sos
	19620121 199101 1 001
	PNS
	III/d

	 
	Surakarta, 21 Januari 1962
	 
	 
	 

	95
	HANDOKO PUTRO
	19820307 200801 1 016
	PNS
	III/a

	 
	Karanganyar, 07 Maret 1982
	 
	 
	 

	96
	SITI CHORIYAH
	19821028 201001 2 002
	PNS
	II/c

	 
	Semarang, 28 Oktober 1982
	 
	 
	 

	97
	DWI ARIYANTO
	19790203 201001 1 011
	PNS
	II/c

	 
	Karanganyar, 03 Februari 1979
	 
	 
	 

	98
	WIRAWAN
	19820309 201001 1 001
	PNS
	II/c

	 
	Karanganyar, 09 Maret 1982
	 
	 
	 

	99
	SUKIRAN
	19721213 200701 1 009
	PNS
	II/a

	 
	Sukoharjo, 13 Desember 1972
	 
	 
	 

	 
	BIDANG TATA RUANG DAN BINA KONSTRUKSI

	100
	SUPANI, ST, M.Si
	19680626 199703 2 008
	PNS
	IV/A

	 
	Sleman, 26 Juni 1968
	 
	 
	 

	101
	PRASTOWO,SE
	19661227 199603 1 002
	PNS
	III/C

	 
	Karanganayar, 27 Des 1966
	 
	 
	 

	102
	INDRA AYU MURNIATI, S.T
	19841028 201101 2 015
	PNS
	III/b

	 
	Kra, 28 Okt 1984
	 
	 
	 

	103
	ARI CAHYADI, S.T
	19760623 201101 1 008
	PNS
	III/b

	 
	Karanganyar, 23 Juni 1976
	 
	 
	 

	104
	TONI RASMOYO, S.T
	19770310 201101 1 006
	PNS
	III/b

	 
	Karanganyar, 10 Maret 1977
	 
	 
	 

	105
	ADHITYA PERMANA, S.T.
	19870518 201101 1 009
	PNS
	III/b

	 
	Karanganyar, 18 Mei 1987
	 
	 
	 

	106
	TAUFIK MUFTI, S.T.
	19880314 201101 1 011
	PNS
	III/b

	 
	Sukoharjo, 14 Maret 1988
	 
	 
	 

	107
	M. IRSYAD BAIQUNI, S.T., M.T.
	19750123 200604 1 006
	PNS
	III/D

	 
	Salatiga, 23 Jan 1975
	 
	 
	 

	108
	SITI AKBAR AM.SE,MM
	19700216 199303 2 002
	PNS
	III/d

	 
	Solo, 16 Pebruari 1972
	 
	 
	 

	109
	TRIATMOKO ARI C, ST.M.Eng
	19720909 200604 1 006
	PNS
	III/d

	 
	Surakarta, 9 September 1972
	 
	 
	 

	110
	JOKO IRIYANTO,ST,MM
	19621212 198607 1 001
	PNS
	IV/A

	 
	Sukoharjo,12 Desember 1962
	 
	 
	 

	111
	BAYU JATMIKO,ST.MT
	19801128 200501 1 010
	PNS
	III/d

	 
	Kendari, 28 Nopember 1980
	 
	 
	 

	112
	SUSILO TRI CAHYO,ST
	19770117 200902 1 006
	PNS
	 III/c

	 
	Surakarta, 17 Januari 1977
	 
	 
	 

	UPT PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI KARANGANYAR

	113
	SUTOPO, ST
	19730816 200604 1 006
	PNS
	III/D

	 
	Sukoharjo, 16 Agustus 1973
	 
	 
	 

	114
	SULARSO
	19610721 199302 1 001
	PNS
	III/b

	 
	Karanganyar, 21 Juli 1961
	 
	 
	 

	115
	KIRNO
	19710720 200701 1 014
	PNS
	II/c

	 
	Karanganyar, 20 Juli 1971
	 
	 
	 

	116
	SUYATO
	19690524 200701 1 027
	PNS
	II/c

	 
	Karanganyar, 24 Mei 1969
	 
	 
	 

	UPT PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI KEBAKKRAMAT

	117
	HARI SUPRIYANTO, SE,MM
	19641130 199303 1 002
	PNS
	IV/A

	 
	Surakarta, 30 Nopember 1964
	 
	 
	 

	118
	BAMBANG DARYANTO
	19650704 199302 1 004
	PNS
	III/b

	 
	Karanganyar,4 Juli 1965
	 
	 
	 

	119
	SUHARNO
	19650321 199703 1 001
	PNS
	II/d

	 
	Sragen, 21 Maret 1965
	 
	 
	 

	120
	SUYAMTO
	19720316 200801 1 009
	PNS
	II/c

	 
	Sragen, 16 Maret 1972
	 
	 
	 

	121
	SUNARDI
	19810522 201001 1 003
	PNS
	II/a

	 
	Karanganyar, 22 Mei 1981
	 
	 
	 

	UPT PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI TASIKMADU

	122
	SUDARYO
	19620814 199703 1 001
	PNS
	III/b

	 
	Karanganyar, 14 Agustus 1962
	 
	 
	 

	123
	EKO HARINTO MULYO
	19740818 201001 1 001
	PNS
	II/c

	 
	Banyumas,18 Agustus 1974
	 
	 
	 

	124
	SARTONO
	19640621 201001 1 001
	PNS
	I/c

	 
	Karanganyar, 21 Juni 1964
	 
	 
	 

	UPT PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI JATEN

	125
	SUKARJO, ST
	19680927 199302 1 002
	PNS
	III/C

	 
	Karanganyar, 27 Sept 1968
	 
	 
	 

	126
	SARTONO
	19620606 199101 1 003
	PNS
	III/b

	 
	Karanganyar, 6 Juni 1962
	 
	 
	 

	127
	SUPARJO
	19671118 199101 1 001
	PNS
	III/a

	 
	Karanganyar, 18 Oktober 1967
	 
	 
	 

	128
	SUROTO
	19780506 201001 1 002
	PNS
	II/c

	 
	Karanganyar, 06 Mei 1978
	 
	 
	 

	UPT PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI KARANGPANDAN

	129
	INDRATMAKA
	19760212 200701 1 012
	PNS
	II/c

	 
	Karanganyar, 12 Pebruari 1976
	 
	 
	 

	130
	SUNARSO
	19660419 200604 1 004
	PNS
	II/b

	 
	Karanganyar, 19 April 1966
	 
	 
	 

	131
	SURADI
	19690201 200701 1 024
	PNS
	II/b

	 
	Karanganyar, 1 Pebruari 1969
	 
	 
	 

	UPT PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI MATESIH

	132
	TARNA,ST
	19641025 199803 1 002
	PNS
	III/C

	 
	Karanganyar, 25 Oktober 1964
	 
	 
	 

	133
	SRI PURWANTO
	19730820 201001 1 001
	PNS
	II/c

	 
	Karanganyar, 20 Agustus 1973
	 
	 
	 

	134
	SURATMAN
	19820729 201001 1 002
	PNS
	II/c

	 
	Karanganyar, 29 Juli 1982
	 
	 
	 

	135
	SARTO
	19790825 201001 1 003
	PNS
	II/a

	 
	Karanganyar, 25 Agustus 1979
	 
	 
	 

	UPT PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI TAWANGMANGU

	136
	DWI DARMONO, SH
	19620210 198603 1 021
	PNS
	III/D

	 
	Karanganyar, 10 Pebruari 1962
	 
	 
	 

	137
	AMIN DWI SUYATNO
	19810824 201001 1 001
	PNS
	II/c

	 
	Karanganyar, 24 Agust 1981
	 
	 
	 

	138
	SARYONO
	19830914 201001 1 001
	PNS
	II/c

	 
	Karanganyar, 14 Sept 1983
	 
	 
	 

	139
	ARIS BASUKI
	19751129 201001 1 001
	PNS
	II/a

	 
	Karanganyar, 29 Nopemb 1975
	 
	 
	 

	UPT PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI NGARGOYOSO

	140
	AGUS SUNARYO,ST
	19680828 198808 1 001
	PNS
	III/C

	 
	Karanganyar, 28 Agustus 1968
	 
	 
	 

	141
	SLAMET
	19650508 199703 1 009
	PNS
	II/d

	 
	Karanganyar, 8 Mei 1965
	 
	 
	 

	142
	HARI JOKO MURTOPO
	19791027 201001 1 004
	PNS
	II/c

	 
	Karanganyar, 27 Oktb 1979
	 
	 
	 

	143
	SUHARTO
	19720825 201001 1 001
	PNS
	II/a

	 
	Karanganyar, 25 Agust 1972
	 
	 
	 

	144
	SUYONO
	19660410 201001 1 001
	PNS
	II/a

	 
	Karanganyar, 10 April 1966
	 
	 
	 

	UPT PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI JENAWI

	145
	SUHARDI, SE
	19650612 198811 1 002
	PNS
	III/D

	 
	Sragen, 12 Juni 1965
	 
	 
	 

	146
	SUGIYARTO
	19680709 200701 1 015
	PNS
	II/c

	 
	Karanganyar, 9 Juli 1968
	 
	 
	 

	147
	SABAR SUPRIYADI
	19761026 201001 1 002
	PNS
	II/c

	 
	Karanganyar, 26 Okt 1976
	 
	 
	 

	148
	SUHARTO
	19660704 200701 1 028
	PNS
	II/b

	 
	Sragen, 4 Juli 1966
	 
	 
	 

	UPT PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI KERJO                                                             

	149
	BAMBANG BASUKI H .ST,MT
	19670716 199302 1 002
	PNS
	III/D

	 
	Sukoharjo, 16 Juli 1967
	 
	 
	 

	150
	SUGIYONO, S.T.
	19660104 199803 1 002
	PNS
	II/d

	 
	Karanganyar, 4 Januari 1966
	 
	 
	 

	151
	WIDODO
	19610717 200701 1 004
	PNS
	II/c

	 
	Karanganyar, 17 Juli 1961
	 
	 
	 

	152
	ISMANTO
	19730222 200701 1 010
	PNS
	II/c

	 
	Sragen, 22 Pebruari 1973
	 
	 
	 

	153
	PURWANTO
	19681117 200701 1 012
	PNS
	II/a

	 
	Sragen, 17 Nopember 1968
	 
	 
	 

	UPT PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI COLOMADU

	154
	SUGIMIN, ST,MM
	19601216 199302 1 002
	PNS
	III/C

	 
	Sukoharjo, 16 Desember 1960
	 
	 
	 

	155
	PURWANTA,ST
	19671006 199803 1 012
	PNS
	III/c

	 
	Sukoharjo, 6 Oktober 1967
	 
	 
	 

	156
	EDY SUTRISNO
	19700910 200801 1 015
	PNS
	II/a

	 
	Karanganyar, 10 Sept 1970
	 
	 
	 

	UPT PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI GONDANGREJO

	157
	SUHARSO,SE
	19601221 198603 1 010
	PNS
	III/D

	 
	Karanganyar, 12 Des 1960
	 
	 
	 

	158
	WIDIYANTO
	19690210 200701 1 022
	PNS
	II/c

	 
	Karanganyar, 10 Pebruari 1969
	 
	 
	 

	159
	YULI CAHYONO ADI PUTRO
	19790703 201001 1 002
	PNS
	II/c

	 
	Boyolali, 03 Juli 1979
	 
	 
	 

	160
	SAYUDI 
	19760813 201001 1 001
	PNS
	II/c

	 
	Karanganyar, 13 Agust 1876
	 
	 
	 

	161
	KITIM
	19700505200701 1 023
	PNS
	II/b

	 
	Subang, 5 Mei 1970
	 
	 
	 

	UPT PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI MOJOGEDANG

	162
	WAHYU BASKARA.E.A., ST
	19680417 199103 1 010
	PNS
	III/D

	 
	Surakarta, 17 April 1968
	 
	 
	 

	163
	RAFLIANA ANJARI
	19680309 198809 1 001
	PNS
	III/a

	 
	Sragen, 9 Maret 1968
	 
	 
	 

	164
	SUTARDI
	19620517 200604 1 003
	PNS
	 II/b

	 
	Karanganyar, 17 Mei 1962
	 
	 
	 

	165
	HARIS BAGIO SUSANTO
	19680514 200701 1 020
	PNS
	II/b

	 
	Sragen, 14 Mei 1968
	 
	 
	 

	UPT PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI JUMANTONO

	166
	BUDI RINASA, S.S.T.
	19660901 199311 1 001
	PNS
	III/D

	 
	Sukoharjo, 1 September 1966
	 
	 
	 

	167
	TUKIMIN, SE
	19601114 198609 1 001
	PNS
	III/d

	 
	Karanganyar, 14 Nop 1960
	 
	 
	 

	168
	AGUNG WARDAYANTO
	19661231 200801 1 034
	PNS
	II/a

	 
	Ngawi, 31 Desember 1966
	 
	 
	 

	169
	ARIS SRIYANTO
	19771006  200801 1 021
	PNS
	II/a

	 
	Sukoharjo, 06 Okt 1977
	 
	 
	 

	UPT PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI JUMAPOLO

	170
	MUKIJO, ST
	19630309 199302 1 002
	PNS
	III/C

	 
	Sukoharjo, 9 Maret 1963
	 
	 
	 

	171
	SUPARDI
	19630716 198701 1 001
	PNS
	III/b

	 
	Sukoharjo, 16 Juli 1963
	 
	 
	 

	172
	MARDOYO
	19740502 200801 1 013
	PNS
	II/c

	 
	Karanganyar, 02 Mei 1974
	 
	 
	 

	173
	RONI EKO KUSDADI
	19721226 200701 1 005
	PNS
	II/c

	 
	Surakarta, 26 Desember 1972
	 
	 
	 

	UPT PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI JATIPURO

	174
	KARMIN, S.T.
	19620209 198903 1 001
	PNS
	III/D

	 
	Karanganyar, 09 Februari 1962
	 
	 
	 

	175
	AGUS SAPTONO
	19720731 200801 1 004
	PNS
	II/a

	 
	Karanganyar, 31 Juli 1972
	 
	 
	 

	UPT PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI JATIYOSO                                                       

	176
	SUGENG, ST.
	19661020 198808 1 001
	PNS
	III/C

	 
	Karanganyar, 14 Nop 1960
	 
	 
	 

	177
	SUPRIYADI
	19670803 200801 1 013
	PNS
	 II/c

	 
	Sragen, 03 Agustus 1967
	 
	 
	 

	UPT PERALATAN, PERBEKALAN

	178
	FIRMAN KURNIAWAN, ST,M.Eng
	19720213 200604 1 002
	PNS
	III/D

	 
	Semarang, 13 Pebruari 1973
	 
	 
	 

	179
	DIAN WIDYASTUTI,SE
	19860530 201001 2 028
	PNS
	III/c

	 
	Karanganyar, 30 Mei 1986
	 
	 
	 

	180
	HERU MARJADI
	19651001 198812 1 003
	PNS
	III/b

	 
	Karanganyar, 1 Oktober 1965
	 
	 
	 

	181
	SUTRISNO
	19780614 200701 1 010
	PNS
	II/c

	 
	Karanganyar, 14 Juni 1978
	 
	 
	 

	182
	MARDIYONO
	19680420 200701 1 020
	PNS
	II/c

	 
	Karanganyar, 20 April 19668
	 
	 
	 

	183
	PARYANTO
	19680301 200701 1 024
	PNS
	II/c

	 
	Karanganyar, 1 Maret 1968
	 
	 
	 

	184
	RUSNADI HERU YUDANTO
	19680216 200701 1 011
	PNS
	II/c

	 
	Karanganyar, 16 Pebruari 1968
	 
	 
	 

	185
	SLAMET
	19671027 200701 1 004
	PNS
	II/c

	 
	Karanganyar, 27 Oktober 1967
	 
	 
	 

	186
	DANANG SULISTIANTO
	19850210 201001 1 002
	PNS
	II/c

	 
	Karanganyar, 10 Feb1985
	 
	 
	 

	187
	SURATNO
	19811123 201001 1 004
	PNS
	II/c

	 
	Karanganyar, 23 Nopemb 1981
	 
	 
	 

	188
	WAHYU APRI NUGROHO
	19760421 201001 1 003
	PNS
	II/c

	 
	Karanganyar, 21 April 1976
	 
	 
	 

	189
	SUWITO
	19650705 201001 1 002
	PNS
	II/c

	 
	Karanganyar, 05 Juli 1965
	 
	 
	 

	190
	SUYANTO
	19820623 201001 1 001
	PNS
	II/a

	 
	Karanganyar, 23 Juni 1982
	 
	 
	 


· DAFTAR PEJABAT STRUKTURAL YANG TERISI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KARANGANYAR
	NO
	NAMA
	JABATAN
	MEMENUHI
PERSYARATAN
DIKLATPIM
	MEMENUHI SYARAT

	
	
	
	
	KEPANGKATAN

	1
	EDHY SRIYATNO,S.T.,M.T.
	KEPALA DINAS
	√
	√

	2
	TITIK UMARNI, SH, MM
	SEKRETARIS
	√
	√

	3
	BAMBANG SUKARJO, S.H., M.M.
	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN
	√
	√

	4
	SRI REJEKI,SE,MM
	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
	√
	√

	5
	HARTONO, S.E., M.M.
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	√
	√

	6
	WIDODO,S.T., M.ENG.
	KEPALA BIDANG SDA
	√
	√

	7
	JOKO WIDODO, S.T., M.M.
	KASIE PERENCANAAN SUMBER DAYA AIR
	√
	√

	8
	BUDIHARJO, S.T.
	KASIE PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN
	√
	√

	9
	DARMANTO,S.T., M.M.
	KEPALA BIDANG BINA MARGA
	√
	√

	10
	MARGONO, S.T., M.M.
	KASIE PERENCANAAN BINA MARGA
	√
	√

	11
	TRI WIYONO, S.T., M.T.
	KASIE PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN
	√
	√

	12
	SUPARWANTO, S.SOS., M.M.
	KASIE PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN 
	√
	√

	13
	ASIHNO PURWADI, S.T.
	KEPALA BIDANG CIPTA KARYA
	√
	√

	14
	ENDRO DWIMIHARJO, S.T., M.M.
	KASIE PERENCANAAN CIPTA KARYA
	√
	√

	15
	SUTARNO,S.T.
	KASIE PENYEHATAN LINGKUNGAN
	√
	√

	16
	AGUS SUSILO, ST, MM
	KASIE INSFRASTRUKTUR KECIPTAKARYAAN
	√
	√

	17
	SUPANI, S.T., M,SI.
	KABID TATA RUANG & BINA KONSTRUKSI
	√
	√

	18
	PRASTOWO, S.E.
	KASIE TATA RUANG 
	√
	√

	19
	M.IRSYAD BAIQUNI, S.T., M.T.
	KASIE BINA KONSTRUKSI
	√
	√

	20
	JOKO IRIYANTO,ST,M.M.
	KASIE PENGENDALIAN MUTU
	√
	√

	21
	SUTOPO, ST
	KA.UPT PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI KARANGANYAR
	√
	√

	22
	HARI SUPRIYANTO, SE,MM
	KA.UPT PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI KEBAKKRAMAT
	√
	√

	23
	SUKARJO, ST
	KA.UPT PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI JATEN
	√
	√

	24
	TARNA,ST
	KA.UPT PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI MATESIH
	√
	√

	25
	DWI DARMONO, SH
	KA.UPT PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI TAWANG MANGU
	√
	√

	26
	AGUS SUNARYO,ST
	KA.UPT PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI NGARGOYOSO
	√
	√

	27
	SUHARDI, SE
	KA.UPT PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI JENAWI
	√
	√

	28
	BAMBANG BASUKI H .ST,MT
	KA.UPT PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI KERJO
	√
	√

	29
	SUGIMIN, ST,MM
	KA.UPT PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI COLOMADU
	√
	√

	30
	SUHARSO,SE
	KA.UPT PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI GONDANGREJO
	√
	√

	31
	WAHYU BASKARA.E.A., ST
	KA.UPT PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI MOJOGEDANG
	√
	√

	32
	BUDI RINASA AMD
	KA.UPT PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI JUMANTONO
	√
	√

	33
	MUKIJO, ST
	KA.UPT PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI JUMAPOLO
	√
	√

	34
	KARMIN, S.T.
	KA.UPT PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI JATIPURO
	√
	√

	35
	SUGENG, ST.
	KA.UPT PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI JATIYOSO
	√
	√

	36
	FIRMAN KURNIAWAN, ST,M.ENG
	KA.UPT PERALATAN DAN PERBENGKELAN
	√
	√


· DAFTAR PEJABAT STRUKTURAL YANG BELUM TERISI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KARANGANYAR
	NO
	JABATAN STRUKTURAL
	ESELON

	1
	Kepala Seksi Pelestarian dan Operasi Sumber Daya Air
	IV/a

	2
	Kepala UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi Tasikmadu
	IV/b

	3
	Kepala UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi Karangpandan
	IV/b


· DAFTAR PEJABAT FUNGSIONAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KARANGANYAR
	NO
	NAMA 
	NIP
	NAMA JABATAN FUNGSIONAL

	
	
	
	

	1
	ARY WIDYASTUTI,ST
	19800612 201001 2 026
	Pranata Komputer

	2
	ARDIE NANANG TRI WIBOWO,A.Md
	19850521 201101 1 006
	Pranata Komputer


· DAFTAR PEJABAT STRUKTURAL YANG BELUM TERISI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KARANGANYAR
	NO
	NAMA JABATAN FUNGSIONAL
	JUMLAH
	KET

	1
	Calon Penata Ruang
	5
	blm.Impasaing

	2
	Calon Teknik Jalan dan Jembatan
	5
	blm.Impasaing


· Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar adalah Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

· Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

1. Perumus kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pekerjaan umum yang meliputi tata ruang dan bina konstruksi, jalan, cipta karya, sumber daya alam serta kesekretariatan.

2. Penyelenggara urusan pemerintahan, pemberi perijinan dan pelaksana pelayanan umum di bidang Pekerjaan Umum yang meliputi tata ruang dan bina konstruksi, jalan, cipta karya, sumber daya alam serta kesekretariatan.

3. Pembina dan pelaksana tugas di bidang pekerjaan umum yang meliputi tata ruang dan bina konstruksi, jalan, cipta karya, sumber daya alam serta kesekretariatan.

4. Pembina terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
C. Lingkungan Strategis

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pekerjaan umum. Sehubungan dengan itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan selalu menghadapi  tantangan yang sangat komplek dalam mengarahkan sumber daya yang ada menuju penyelenggaraan pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pekerjaan umum yang transparan, akuntabel, efektif serta efisien sehingga diharapkan mampu mendukung kemandirian daerah Kabupaten Karanganyar yang  memiliki daya saing tinggi diera globalisasi. Tantangan tersebut menjadi semakin berat karena sampai sekarang secara makro Kabupaten Karanganyar masih belum berhasil sepenuhnya keluar dari berbagai masalah, hal ini berdampak langsung terhadap kondisi mikro pada setiap aspek kehidupan masyarakat termasuk pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pekerjaan umum.

Penerapan otonomi ditingkat kabupaten berakibat terhadap kebijakan Pemerintah yang terus berubah dan berkembang, hal ini berdampak pada masa transisi tersebut sehingga sangat berpengaruh terhadap kinerja program-program kegiatan pada pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan umum terutama dalam rangka penataan dan pengembangan sumber daya aparatur menuju efektifitas dan efisiensi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  Kabupaten Karanganyar. Faktor-faktor  yang diperlukan adalah sebagai berikut :

1.  Faktor Internal

a.  Kekuatan (Strengths)

1) Tersedianya sumber daya aparatur.

2) Sistem manajemen yang baik.

3) Kepedulian aparatur terhadap tuntutan publik.

4) Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
5) Tersedianya sarana dan prasarana.

6) Adanya dukungan pimpinan.

b.  Kelemahan ( Weakness)

1) Prasarana dan sarana kerja kurang memadai.

2) Perilaku dan motivasi pegawai belum sesuai dengan tuntutan yang ada.

3) Belum optimalnya disiplin dan etos kerja aparatur.

4) Terbatasnya pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

5) Masih lemahnya koordinasi dan sinkronasi program.
2.  Faktor Eksternal

a. Peluang (Opportunities)

1) Kesadaran dan motivasi masyarakat semakin tinggi terhadap pelaksanaan pembangunan.

2) Tersedianya sumberdaya pendukung dalam pengembangan aparatur.

3) Terbukanya koordinasi dengan instasi lain.

b.   Ancaman (Threats)

1) Inkonsistensi peraturan / ketentuan dalam rangka pelaksanaan dibidang Pekerjaan Umum.

2) Semangat penerapan otonomi yang berlebihan.

3) Stabilitas ekonomi, politik, sosial budaya dan hankam yang labil.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA
A. Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala yang ada yang mungkin timbul serta harus mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program serta kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengacu pada Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2013-2018. Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan bagian dari misi ke 1 bupati periode 2013-2018 yaitu ” Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh.” Pembangunan infrastruktur diarahkan pada sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelancaran roda perekonomian dengan memperhatikan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta tata ruang daerah. Pembangunan infrastruktur yang menyeluruh ini dalam konteks mewujudkan peningkatan pelayanan umum (public service) meliputi peningkatan infrastruktur dasar, infrastruktur sosial ekonomi dan infrastruktur pemerintahan. 
· Visi dan Misi
Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar merupakan suatu gambaran yang menantang masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar.
1. Visi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Terwujudnya sarana dan prasarana infrastruktur yang mantap menuju peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat Karanganyar
2. Misi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
a. Meningkatkan sistem jaringan jalan dan jembatan yang mantap guna mendukung pengembangan wilayah dan kelancaran arus barang dan jasa.

b. Meningkatkan kualitas infrastruktur sumber daya air secara optimal dalam mendukung ketahanan pangan. 

c. Mendorong terwujudnya infrastruktur keciptakaryaan yang andal guna mewujudkan kualitas lingkungan permukiman yang sehat, tertib dan berkelanjutan. 
d. Mewujudkan penataan ruang wilayah yang terpadu, selaras dan berkelanjutan.

Menyadari posisi yang strategis dan sangat penting dalam bidang pekerjaan umum tersebut maka visi dan misi tersebut perlu didukung semua pihak terutama oleh pelaksana di lingkungan dinas itu sendiri, Pemerintah Kabupaten Karanganyar serta masyarakat Karanganyar pada umumnya.

· Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan  visi  dan misi  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2014-2018  ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu sebagai berikut :
Tujuan :

1. Meningkatnya infrastruktur dalam kondisi mantap
Sasaran :

1. Mewujudkan infrastruktur jalan yang mantap
2. Mewujudkan infrastruktur irigasi yang baik
3. Mewujudkan infrastruktur dasar pemukiman perdesaan yang baik
4. Meningkatnya  Mewujudkaan kesesuaian pemanfaatan ruang
Indikator Kinerja :

1. Prosentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap
2. Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik
3. Prosentase penduduk perdesaan yang mendapatkan akses air minum dan sanitasi layak
4. Prosentase pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang yang berlaku
Hubungan antara tujuan sasaran dan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

	TUJUAN 
	SASARAN
	INDIKATOR KINERJA

	
	
	

	
	
	

	1
	2
	3

	Meningkatnya infrastruktur dalam kondisi mantap


	Mewujudkan infrastruktur jalan yang mantap
	Prosentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap

	
	Mewujudkan infrastruktur irigasi yang baik
	Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik

	
	Mewujudkan infrastruktur dasar pemukiman perdesaan yang baik
	Prosentase penduduk perdesaan yang mendapatkan akses air minum dan sanitasi layak

	
	Mewujudkaan kesesuaian pemanfaatan ruang
	Prosentase pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang yang berlaku 


Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2018 melaksanakan program-program sebagai berikut :

	1
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

	2
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

	3
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

	4
	Program pembangunan jalan dan jembatan

	5
	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

	6
	Program pembangunan turap/talud/bronjong

	7
	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

	8
	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

	9
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

	10
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

	11
	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

	12
	Program pembangunan infrastruktur perdesaan

	13
	Program Perencanaan Tata Ruang

	14
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

	15
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

	16
	Program pengembangan data/informasi


· Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan sebagai berikut :

	NO
	SASARAN STRATEGIS
	INDIKATOR KINERJA UTAMA
	 TARGET 

	1
	2
	3
	4

	1
	Mewujudkan infrastruktur jalan yang mantap
	Prosentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap
	• Formulasi pengukuran : Jumlah panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang dibagi jumlah panjang jalan Kabupaten dikali 100%
• Tipe Perhitungan : Kumulatif
• Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar

	2
	Mewujudkan infrastruktur irigasi yang baik
	Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik
	• Formulasi pengukuran : Luas total area irigasi dalam kondisi baik dibagi luas irigasi kabupaten dikali 100%
• Tipe Perhitungan : Kumulatif
• Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar

	3
	Mewujudkan infrastruktur dasar pemukiman perdesaan yang baik
	Prosentase penduduk perdesaan yang mendapatkan akses air minum dan sanitasi layak
	• Formulasi pengukuran : Jumlah jiwa perdesaan yang mendapatkan akses air minum dan sanitasi layak dibagi jumlah penduduk perdesaan dikali 100%
• Tipe Perhitungan : Kumulatif
• Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar

	4
	Mewujudkaan kesesuaian pemanfaatan ruang
	Prosentase pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang yang berlaku 
	• Formulasi pengukuran : Realisasi RTRW / Rencana peruntukan x 100% dikali 100%
• Tipe Perhitungan : kumulatif
• Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar


· PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian   Kinerja   pada   dasarnya   adalah   pernyataan   komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasa revaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai  dasar  penilaian  keberhasilan/kegagalan  pencapaian  tujuan  dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun  2018 adalah sebagai berikut :
	SASARAN STRATEGIS 1

	Mewujudkan infrastruktur jalan yang mantap

	INDIKATOR KINERJA
	SATUAN
	TARGET

	Prosentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap
	%
	65,1

	SASARAN STRATEGIS 2

	Mewujudkan infrastruktur irigasi yang baik

	Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik
	%
	69,74

	SASARAN STRATEGIS 3

	Mewujudkan infrastruktur dasar pemukiman perdesaan yang baik

	Prosentase penduduk perdesaan yang mendapatkan akses air minum dan sanitasi layak
	%
	80

	SASARAN STRATEGIS 4

	Mewujudkaan kesesuaian pemanfaatan ruang

	Prosentase pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang yang berlaku
	%
	50


Adapun Program Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun  2018 yang mendukung sasaran diatas adalah sebagai berikut :

	1
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat
	1.500.000.000,00

	2
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	1.782.497.000,00

	3
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	12.243.848.216,00

	4
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	20.000.000,00

	5
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
	1.143.938.000,00

	6
	Program pembangunan jalan dan jembatan
	77.961.734.819,00

	7
	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
	11.600.000.000,00

	8
	Program pembangunan turap/talud/bronjong
	6.720.000.000,00

	9
	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
	6.913.812.965,00

	10
	Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan
	600.000.000,00

	11
	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
	963.900.000,00

	12
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
	12.823.102.000,00

	13
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
	5.110.000.000,00

	14
	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
	15.294.465.000,00

	15
	Program pembangunan infrastruktur perdesaan
	21.916.000.000,00

	16
	Program Perencanaan Tata Ruang
	1.992.900.000,00

	17
	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
	312.000.000,00

	18
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
	20.000.000,00

	19
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
	22.000.000,00

	20
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
	95.000.000,00

	21
	Program pengembangan data/informasi
	260.550.000,00

	22
	Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
	100.000.000,00

	JUMLAH ANGGARAN
	179.395.748.000,00


· Rencana Kinerja Tahunan

Penyusunan rencana kinerja tahun 2018 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran tahun 2018 dan penetapan kinerja tahun 2018 serta merupakan komitmen untuk mencapai tujuan dan sasaran yang berpedoman dalam rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2018. Didalam Renstra Tahun 2014-2018 dari 22 program pembangunan yang akan dilaksanakan melalui 4 sasaran indikatornya, Keempat sasaran tersebut dapat diuraikan pada setiap bidang yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Bidang Jalan, Cipta Karya, Sumber Daya Air, Tata Ruang dan Bina Konstruksi sebagai berikut :

1. Bidang Bina Marga

· Untuk mencapai sasaran pertama Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang  yaitu mewujudkan infrastruktur jalan yang mantap
· Target indikator kinerja yang akan dikerjakan Bidang Bina Marga pada tahun 2018 berdasarkan RPJMD 2014-2018 adalah sebagai berikut : 

	1
	Prosentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap
	Persen
	65,1%


· Indikator kinerja tersebut direncanakan melalui program :

	1. Pogram Pembangunan Jalan dan Jembatan

	2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

	3. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

	4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan


2. Bidang Sumber Daya Air
· Untuk mencapai sasaran kedua Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang  yaitu mewujudkan infrastruktur irigasi yang baik
· Target indikator kinerja yang akan dikerjakan Bidang Sumber Daya Air pada tahun 2018 berdasarkan RPJMD 2014-2018 adalah sebagai berikut : 

	1
	Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik
	Persen
	69,74%


· Indikator kinerja tersebut direncanakan melalui program :

	1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya


3. Bidang Cipta karya

· Untuk mencapai sasaran ketiga Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang  yaitu mewujudkan infrastruktur dasar pemukiman perdesaan yang baik
· Target indikator kinerja yang akan dikerjakan Bidang Cipta Karya pada tahun 2018 berdasarkan RPJMD 2014-2018 adalah sebagai berikut : 

	1
	Prosentase penduduk perdesaan yang mendapatkan akses air minum dan sanitasi layak
	Persen
	80%


· Indikator kinerja tersebut direncanakan melalui program :

	1. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

	2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

	3. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

	4. Program Pengembangan Perumahan

	5. Program Pengembangan Data/Informasi


4. Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi
· Untuk mencapai sasaran keempat Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang  yaitu mewujudkaan kesesuaian pemanfaatan ruang
· Target indikator kinerja yang akan dikerjakan Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi pada tahun 2018 berdasarkan RPJMD 2018-2018 adalah sebagai berikut : 

	1
	Prosentase pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang yang berlaku
	Persen
	50%


· Indikator kinerja tersebut direncanakan melalui program :

	1. Program Perencanaan Tata Ruang


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja yang diukur melalui perbandingan realisasi pencapaian indikator kinerja dengan target kinerja yang telah disusun dalam RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018, yang kemudian disusuli dengan Perjanjian Kinerja (PK) yang dibuat pada awal Tahun 2018. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku pengemban amanah masyarakat Karanganyar melaksanakan kewajiban mempertanggungjawabkan amanah tersebut. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target  sasaran  dari  masing-masing  indikator  kinerja  sasaran  yang  ditetapkan dalam  dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten  Karanganyar 2014-2018.  Sesuai  ketentuan  tersebut,  pengukuran kinerja  digunakan  untuk   menilai  keberhasilan  dan  kegagalan  pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Pemerintah  Kabupaten Karanganyar berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan  Realisasi  Indikator  Sasaran  melalui  media  formulir  Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Untuk  mempermudah  interprestasi   atas   pencapaian   sasaran   dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :
	No.
	Rentang Capaian
	Kategori Capaian

	1
	Lebih dari 100 %
	Baik Sekali (BS)

	2
	Lebih dari 75 % sd. 100 %
	Baik (B)

	3
	55 % sd. 75 %
	Cukup (C)

	4
	Kurang dari 55 %
	Kurang (K)


Secara umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan   dalam   Rencana   Pembangunan   Jangka   Menengah   Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2014–2018.

Hasil evaluasi Kinerja juga dilakukan dengan cara menghitung Pengukuran Kinerja dari pelaksanaan kegiatan/program/ kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Dalam pengukuran evaluasi kinerja, selain dari aspek keuangan juga dikaji melalui aspek ekonomis, efesiensi dan efektifitas. Evaluasi yang dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk input meliputi : 

1. Sumber Daya Manuasia (SDM) 

2. Dana baik DAU, APBD PROVINSI maupun DAK yang terdiri dari : 

a) Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Langsung. 

b) Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tidak Langsung. 

Pengukuran Kinerja Tahun  2018 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar

1. Sasaran strategis pertama mewujudkan infrastruktur jalan yang mantap
Sasaran strategis pertama ini dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang oleh bidang Jalan. Pencapaian kinerja Bidang Jalan pada tahun 2018 dengan indikator prosentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap adalah sebagai berikut :
	SASARAN STRATEGIS 1

	Mewujudkan infrastruktur jalan yang mantap

	INDIKATOR KINERJA
	SATUAN
	TARGET AKHIR
	TARGET
	REALISASI
	% CAPAIAN
	% CAPAIAN S/D 2018 TERHADAP TARGET AKHIR 2018

	Prosentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap
	%
	65,10%
	65,1%
	92,38%
	142%
	218%

	Rata - rata Capaian Sasaran 1
	142%
	218%


Sasaran indikator kinerja tersebut dihitung menggunakan rumus : = (Panjang jalan dalam kondisi mantap dibagi jumlah panjang jalan kabupaten) x 100%. Pengertian jalan dalam kondisi mantap adalah kondisi jalan dalam kondisi baik ditambah kondisi jalan dalam kondisi sedang. Angka realisasi diatas didapat dari jumlah panjang dalam kondisi baik sepanjang 509,87 Km, Jalan dalam kondisi sedang sepanjang 456,85 km sehingga jalan dalam kondisi mantap sepanjang  966,72 km dengan total panjang jalan keseluruhan sepanjang 1046,51 Km, sehingga dari rumus diatas didapat data realisasi kinerja untuk Prosentase (%) proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap sebesar 92,38 %. 

Capaian Tahun 2018 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017 dan tahun sebelumnya mengalami kenaikan, kenaikan ini disebabkan bertambahnya anggaran untuk alokasi pembangunan/peningkatan jalan maupun pemeliharaan jalan baik dari sumber dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan dari DAK (Dana Alokasi Khusus dari APBN). 
Capaian Tahun 2018 jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

	NO
	SASARAN
	INDIKATOR SASARAN
	SAT
	REALISASI

	
	
	
	
	2014 (%)
	2015 (%)
	2016 (%)
	2017(%)
	2018(%)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Mewujudkan infrastruktur jalan yang mantap
	Prosentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap
	%
	84,96%
	90,29%
	90,65%
	91,86%
	92,38%


Pencapaian sasaran ini dilakukan melalui beberapa program utama yaitu :

	1. Pogram Pembangunan Jalan dan Jembatan

	2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

	3. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

	4. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

	5. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Pencapaian sasaran indikator kinerja tersebut didukung oleh anggaran dari berbagai macam sumber dana. Realisasi anggaran yang mendukung tercapainya sasaran diatas dapat dilihat tabel di bawah ini  :
PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

REALISASI ANGGARAN

%

Program pembangunan jalan dan jembatan

77.961.734.819,00

64.586.519.110,00

82,84

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

11.600.000.000,00

10.203.555.624,00

87,96

Program pembangunan turap/talud/bronjong

6.720.000.000,00

6.273.024.300,00

93,35

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

6.913.812.965,00

5.665.296.571,00

81,94

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

15.294.465.000,00

14.954.673.050,00

97,78

TOTAL

118.490.012.784,00

101.683.068.655,00

88,77

Untuk menyelesaikan sasaran prosentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap Bidang Jalan pada tahun 2018 ini merealisasikan anggarannya sebesar 88,77 % dari pagu anggaran. Penyerapan anggaran yang kurang maksimal, bukan dikarenakan perencanaan/pengganggaran yang tidak tepat dan tidak terselesainya suatu kegiatan. Sisa Anggaran tersebut diatas karena sisa lelang dan efisiensi.
Berikut ini gambaran prosentase panjang jalan kabupaten 
dalam kondisi mantap dari tahun 2014 - 2018
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NO

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

SAT

PERBANDINGAN

2014 (%)

2015 (%)

2016 (%)

2017(%)

2018(%)

1

2

3

4

 

5

6

7

8

9

1

Mewujudkan infrastruktur jalan yang mantap

Prosentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap

%

target

52,9%

55,8%

58,9%

62,0%

65,1%

realisasi

84,96%

90,29%

90,65%

91,86%

92,38%

capaian 

161%

162%

154%

148%

142%

2. Sasaran Strategis Kedua Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik 
Sasaran strategis kedua ini dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang oleh bidang Sumber Daya Air, Pencapaian kinerja Bidang Sumber Daya Air pada tahun 2018 dengan indikator prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik adalah sebagai berikut :
SASARAN STRATEGIS 2

Mewujudkan infrastruktur irigasi yang baik

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET AKHIR

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

% CAPAIAN S/D 2018 TERHADAP TARGET AKHIR 2018

Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik

%

69,74%

69,74%

92,16%
132,15%
189%

Rata - rata Capaian Sasaran 2

132%

189%




Sasaran tersebut dihitung menggunakan rumus : (Luas area irigasi dalam kondisi baik dibagi luas area irigasi kabupaten) x 100%. Angka realisasi diatas didapat dari Luas area irigasi dalam kondisi baik sebesar 17282,32 ha, dengan jumlah luas irigasi kabupaten sebesar 18751,67 ha sehingga dari rumus diatas didapat data realisasi kinerja untuk Prosentase (%) cakupan area irigasi yang terpenuhi kebutuhannya sebesar 92,16%. Capaian Tahun 2018 jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya mengalami kenaikan, hal ini disebabkan bertambahnya anggaran untuk alokasi pemeliharaan dan perbaikan jaringan irigasi baik dari sumber dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan dari DAK (Dana Alokasi Khusus dari APBN). Capaian Tahun 2018 jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

	NO
	SASARAN
	INDIKATOR SASARAN
	SAT
	REALISASI

	
	
	
	
	2014 (%)
	2015 (%)
	2016 (%)
	2017(%)
	2018(%)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Mewujudkan infrastruktur irigasi yang baik
	Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik
	%
	67,82%
	69,21%
	70,62%
	72,06%
	92,16%


Pencapaian sasaran ini dilakukan melalui program utama yaitu :

	1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya


	 Pencapaian sasaran tahun 2018 ini didukung oleh anggaran dari berbagai macam sumber dana. Realisasi anggaran yang mendukung tercapainya sasaran diatas dapat dilihat tabel di bawah ini  :
PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

REALISASI ANGGARAN

%

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

12.823.102.000,00

10.550.874.095,00

82,28

Perencanaan teknis pembangunan jaringan irigasi

50.000.000,00

48.400.000,00

96,80

Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK PENUGASAN)

7.347.000.000,00

5.533.664.000,00

75,32

Operasional Sumber Daya Air

774.000.000,00

721.172.600,00

93,17

Perbaikan Jaringan Irigasi

4.652.102.000,00

4.247.637.495,00

91,31

Untuk menyelesaikan sasaran prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik Bidang Sumber Daya Air pada tahun 2018 ini merealisasikan anggarannya sebesar 82,28 % dari pagu anggaran. Penyerapan anggaran yang kurang maksimal, bukan dikarenakan perencanaan/pengganggaran yang tidak tepat dan tidak terselesainya suatu kegiatan. Sisa Anggaran tersebut diatas karena sisa lelang dan efisiensi.


Berikut ini gambaran 
Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik 
Tahun 2014 – 2018
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	      NO
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	1
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	4
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	6
	7
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	10

	2
	Mewujudkan infrastruktur irigasi yang baik
	Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik
	%
	target
	55,56%
	59,1%
	62,6%
	66,20%
	66,20%

	
	
	
	
	realisasi
	67,82%
	69,21%
	70,62%
	72,06%
	92,16%

	
	
	
	
	capaian 
	122,08%
	117,10%
	112,72%
	108,86%
	139,22%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Sasaran Strategis ketiga mewujudkan infrastruktur dasar pemukiman perdesaan yang baik
Sasaran strategis empat ini dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang oleh bidang Cipta Karya, Pencapaian kinerja Bidang  Cipta Karya pada tahun 2018 dengan indikator prosentase penduduk perdesaan yang mendapatkan akses air minum dan sanitasi layak adalah sebagai berikut :
	SASARAN STRATEGIS 3

	Mewujudkan infrastruktur dasar pemukiman perdesaan yang baik

	INDIKATOR KINERJA
	SATUAN
	TARGET AKHIR
	TARGET
	REALISASI
	% CAPAIAN
	% CAPAIAN S/D 2017 TERHADAP TARGET AKHIR 2018

	Prosentase penduduk perdesaan yang mendapatkan akses air minum dan sanitasi layak
	%
	80%
	80%
	83,32%
	104,15%
	130%

	Rata - rata Capaian Sasaran 3
	104,15%
	130%


Sasaran prosentase penduduk perdesaan yang mendapatkan akses air minum dan sanitasi layak tersebut dihitung menggunakan rumus = jumlah jiwa perdesaan yang terlayani air bersih dan sanitasi dibagi jumlah penduduk perdesaan x 100%. Angka realisasi diatas didapat dari Jumlah jiwa perdesaan yang terlayani air bersih dan sanitasi sebesar 347.381 jiwa, dengan jumlah penduduk perdesaan sebesar 416.907 jiwa sehingga dari rumus diatas didapat data realisasi kinerja untuk Prosentase (%) pemenuhan kebutuhan masyarakat perdesaan yang mendapatkan akses air minum dan sanitasi layak sebesar 92,38%. Capaian Tahun 2018 jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya mengalami kenaikan, kenaikan ini disebabkan bertambahnya anggaran untuk alokasi pembangunan/peningkatan jalan maupun pemeliharaan jalan baik dari sumber dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan dari DAK (Dana Alokasi Khusus dari APBN). 
Capaian Tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

	NO
	SASARAN
	INDIKATOR SASARAN
	SAT
	REALISASI

	
	
	
	
	2014 (%)
	2015 (%)
	2016 (%)
	2017(%)
	2018(%)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Mewujudkan infrastruktur dasar pemukiman perdesaan yang baik
	Prosentase penduduk perdesaan yang mendapatkan akses air minum dan sanitasi layak
	%
	74,49%
	76,22%
	77,97%
	79,61%
	83,32%


Pencapaian sasaran ini dilakukan melalui program utama yaitu :

	1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

	2. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

	3. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

	

	Pencapaian sasaran tahun 2018 ini didukung oleh anggaran dari berbagai macam sumber dana. Realisasi anggaran yang mendukung tercapainya sasaran diatas dapat dilihat tabel di bawah ini  :
PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

REALISASI ANGGARAN

%

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

5.110.000.000,00

5.042.177.335,00

98,67

Fasilitasi Program Hibah Air Minum Perdesaan

4.050.000.000,00

4.044.284.482,00

99,86

Biaya Kegiatan Fasilitator dan Operasional PAMSIMAS

150.000.000,00

99.768.753,00

66,51

Pendampingan Program Reguler PAMSIMAS

820.000.000,00

810.140.000,00

98,80

Operasional Fasilitasi Badan Pengelola Air Minum (BP SPAMS)

40.000.000,00

38.494.100,00

96,24

Perencanaan Penyusunan DED Program SAIIG Tahap II Kabupaten Karanganyar

50.000.000,00

49.490.000,00

98,98

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

21.916.000.000,00

20.884.537.421,00

95,29

Pembangunan Jalan Lingkungan

1.370.000.000,00

1.338.345.000,00

97,69

Pembangunan Talud Lingkungan

800.000.000,00

782.935.000,00

97,87

Pengembangan SPAM Kawasan Rawan Air Program DAK Penugasan

1.400.000.000,00

1.338.689.740,00

95,62

Pengembangan SPAM Kawasan Rawan Air Program DAK Reguler

1.618.000.000,00

1.556.449.000,00

96,20

Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Program DAK Penugasan

4.455.000.000,00

4.450.870.000,00

99,91

Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Program DAK Reguler

2.543.000.000,00

2.531.250.000,00

99,54

Pembangunan Jembatan Lingkungan

255.000.000,00

248.750.000,00

97,55

Pengembangan SPAM Kawasan Rawan Air

8.335.000.000,00

7.853.588.020,00

94,22

Pendampingan DAK Sanitasi

120.000.000,00

79.693.661,00

66,41

Pembangunan Jalan Lingkungan Pedesaan

745.000.000,00

437.622.000,00

58,74

Pembangunan Talud Lingkungan Pedesaan

275.000.000,00

266.345.000,00

96,85

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1.500.000.000,00

1.458.332.845,00

97,22

Pembangunan Tangki Septic Individual

1.500.000.000,00

1.458.332.845,00

97,22

TOTAL

28.526.000.000,00

27.385.047.601,00

97,06

Untuk menyelesaikan sasaran prosentase penduduk perdesaan yang mendapatkan akses air minum dan sanitasi layak bidang Cipta Karya pada tahun 2018 ini merealisasikan anggarannya sebesar 97,06 % dari pagu anggaran. Penyerapan anggaran yang kurang maksimal, bukan dikarenakan perencanaan/pengganggaran yang tidak tepat dan tidak terselesainya suatu kegiatan. Sisa Anggaran tersebut diatas karena sisa lelang dan efisiensi.

Berikut ini gambaran prosentase penduduk perdesaan 
yang mendapatkan akses air minum dan sanitasi layak
Tahun 2014 – 2018
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4. Sasaran Strategis keempat prosentase pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang yang berlaku
Sasaran strategis keempat ini dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang oleh bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi, Pencapaian kinerja Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi pada tahun 2018 dengan indikator prosentase pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang yang berlaku adalah sebagai berikut :
SASARAN STRATEGIS 4

Mewujudkaan kesesuaian pemanfaatan ruang

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET AKHIR

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

% CAPAIAN S/D 2017 TERHADAP TARGET AKHIR 2018

Prosentase pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang yang berlaku
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50%

54,91%

110%

220%

Rata - rata Capaian Sasaran 4
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Sasaran indikator prosentase pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang yang berlaku tersebut dihitung menggunakan rumus = (Realisasi RTRW dibagi Rencana peruntukan) x 100%. Angka realisasi diatas didapat dari luas realisasi RTRW sejumlah 238.742.3 m2, dibagi dengan total rencana peruntukan sejumlah 434.808 m2 sehingga dari rumus diatas didapat data realisasi kinerja untuk prosentase pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang yang berlaku sejumlah 54,91%. Capaian Tahun 2018 jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya mengalami kenaikan, kenaikan ini disebabkan bertambahnya anggaran untuk mewujudkaan kesesuaian pemanfaatan ruang.
Pencapaian sasaran ini dilakukan melalui program utama yaitu :

	 1. Program Perencanaan Tata Ruang


	Pencapaian sasaran tahun 2018 ini didukung oleh anggaran dari APBD Kabupaten. Realisasi anggaran yang mendukung tercapainya sasaran diatas dapat dilihat tabel di bawah ini  :
PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

REALISASI ANGGARAN

%

Program Perencanaan Tata Ruang

1.992.900.000,00

1.634.959.987,00

82,04

Pengendalian Mutu dan Operasional Bina Konstruksi

130.000.000,00

105.353.467,00

81,04

Operasional TABG Perijinan IMB dan SLF

135.000.000,00

27.014.000,00

20,01

Pembinaan Konstruksi

50.000.000,00

50.000.000,00

100,00

Penyelenggaraan Kegiatan Site Plan

100.000.000,00

96.071.500,00

96,07

Kegiatan BKPRD

225.000.000,00

221.405.020,00

98,40

Peningkatan Operasional Laboratorium

1.352.900.000,00

1.135.116.000,00

83,90

TOTAL

1.992.900.000,00

1.634.959.987,00

82,04

Untuk menyelesaikan sasaran Prosentase pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang yang berlaku ini bidang  Tata Ruang dan Bina Konstruksi pada tahun 2018 ini merealisasikan anggarannya sebesar 82,04% dari pagu anggaran. Penyerapan anggaran yang kurang maksimal, bukan dikarenakan perencanaan/pengganggaran yang tidak tepat dan tidak terselesainya suatu kegiatan. Sisa Anggaran tersebut diatas karena efisiensi.

Berikut ini gambaran prosentase 
dokumen tata ruang yang diterbitkan Tahun 2018
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Realisasi Anggaran

Pencapaian Sasaran Kinerja Tahun 2018
Pada tahun 2018 secara umum seluruh kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat direalisasikan secara efektif dan Evisien. Secara keseluruhan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tercapai diatas 75% dengan nilai baik. Pada realisasi dananya semua kegiatan dapat direalisasikan sama dengan target dan banyak yang lebih rendah dari target hal ini disebabkan karena adanya perbedaan nilai pagu anggaran dengan kontrak lelang sehingga ada sisa tender. Pada pencapaian outcome rata-rata semua kegiatan harus sama dengan output hal ini diharuskan karena semua volume kegiatan fisik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah tertuang pada kontrak kerja sehingga rata-rata seluruh kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tercapai secara efektif dan efisien.
Penyerapan realisasi anggaran kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dapat dirinci dengan presentasi sebagai berikut:
	PROGRAM/KEGIATAN
	ANGGARAN
	REALISASI ANGGARAN
	%

	Program Pengembangan Lingkungan Sehat
	1.500.000.000,00
	1.458.332.845,00
	97,22

	Pembangunan Tangki Septic Individual
	1.500.000.000,00
	1.458.332.845,00
	97,22

	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	1.782.497.000,00
	1.627.419.879,00
	91,30

	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	292.000.000,00
	232.833.321,00
	79,74

	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
	368.000.000,00
	321.381.259,00
	87,33

	Penyediaan jasa kebersihan kantor
	170.000.000,00
	169.548.000,00
	99,73

	Penyediaan alat tulis kantor
	100.000.000,00
	99.285.000,00
	99,29

	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	86.010.000,00
	84.586.000,00
	98,34

	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
	40.000.000,00
	39.887.500,00
	99,72

	Penyediaan bahan logistik kantor
	75.850.000,00
	75.100.000,00
	99,01

	Penyediaan makanan dan minuman
	127.640.000,00
	126.367.000,00
	99,00

	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah
	216.347.000,00
	185.967.799,00
	85,96

	Penyediaan Jasa Operasional Pelaksanaan Kegiatan
	306.650.000,00
	292.464.000,00
	95,37

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	12.243.848.216,00
	10.954.791.700,00
	89,47

	Pembangunan gedung kantor
	1.600.000.000,00
	1.585.555.000,00
	99,10

	pengadaan Kendaraan dinas/operasional
	531.150.000,00
	504.442.000,00
	94,97

	Pengadaan peralatan gedung kantor
	1.107.321.600,00
	22.970.000,00
	2,07

	Pengadaan Komputer
	179.576.616,00
	166.674.200,00
	92,82

	Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Karanganyar
	1.200.000.000,00
	1.177.037.000,00
	98,09

	Pembangunan Gedung POLRES Karanganyar
	7.195.000.000,00
	7.092.901.000,00
	98,58

	Pembangunan Ruang Tunggu Pengadilan Agama Karanganyar
	200.000.000,00
	196.820.000,00
	98,41

	Pembuatan Neon Box Gedung Kantor Kejaksaan
	50.000.000,00
	49.574.000,00
	99,15

	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
	78.800.000,00
	57.510.000,00
	72,98

	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
	42.000.000,00
	41.687.500,00
	99,26

	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
	10.000.000,00
	9.966.000,00
	99,66

	Pemeliharaan komputer
	20.000.000,00
	19.655.000,00
	98,28

	Penataan Halaman Kantor
	30.000.000,00
	30.000.000,00
	100,00

	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	20.000.000,00
	19.855.700,00
	99,28

	Sosialisasi peraturan perundang-undangan
	20.000.000,00
	19.855.700,00
	99,28

	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
	1.143.938.000,00
	921.461.300,00
	80,55

	Penyusunan SOP
	20.000.000,00
	19.995.600,00
	99,98

	Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum
	131.388.000,00
	130.595.600,00
	99,40

	Penyusunan Laporan Kegiatan SKPD Bulanan dan Tahunan
	800.800.000,00
	583.565.500,00
	72,87

	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan SKPD
	71.750.000,00
	71.394.000,00
	99,50

	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
	120.000.000,00
	115.910.600,00
	96,59

	Program pembangunan jalan dan jembatan
	77.961.734.819,00
	64.586.519.110,00
	82,84

	Pembangunan dan Peningkatan Jalan
	42.109.734.819,00
	34.152.803.792,00
	81,10

	Pembangunan dan Penggantian Jembatan
	11.422.000.000,00
	10.048.301.818,00
	87,97

	Pembangunan dan Peningkatan Jalan (Program DAK)
	17.850.000.000,00
	14.865.151.000,00
	83,28

	Pembangunan dan Peningkatan Jalan (Bankeu Provinsi)
	6.580.000.000,00
	5.520.262.500,00
	83,89

	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
	11.600.000.000,00
	10.203.555.624,00
	87,96

	Pembangunan Saluran Jalan dan Gorong-Gorong
	150.000.000,00
	144.307.000,00
	96,20

	Biaya Operasional Kegiatan Keciptakaryaan
	150.000.000,00
	113.591.924,00
	75,73

	Belanja Operasional Pemeliharaan Saluran Drainase dan Trotoar
	900.000.000,00
	646.762.700,00
	71,86

	Pengawasan DAU Paket I
	30.000.000,00
	29.250.000,00
	97,50

	Pengawasan DAU Paket II
	30.000.000,00
	29.250.000,00
	97,50

	Pembangunan Saluran Drainase
	10.150.000.000,00
	9.066.124.000,00
	89,32

	Pengawasan DAK
	40.000.000,00
	39.630.000,00
	99,08

	Perencanaan Teknis Cipta Karya
	150.000.000,00
	134.640.000,00
	89,76

	Program pembangunan turap/talud/bronjong
	6.720.000.000,00
	6.273.024.300,00
	93,35

	Pembangunan Talud Jalan
	6.720.000.000,00
	6.273.024.300,00
	93,35

	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
	6.913.812.965,00
	5.665.296.571,00
	81,94

	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Berkala Jalan
	6.913.812.965,00
	5.665.296.571,00
	81,94

	Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan
	600.000.000,00
	526.900.000,00
	87,82

	Akselerasi Pembangunan Infrastruktur
	600.000.000,00
	526.900.000,00
	87,82

	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
	963.900.000,00
	909.890.210,00
	94,40

	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Kegiatan Bina Marga
	193.900.000,00
	186.035.000,00
	95,94

	Operasional Kegiatan Kebinamargaan
	470.000.000,00
	436.433.210,00
	92,86

	Pengawasan Kegiatan 2018
	100.000.000,00
	94.042.000,00
	94,04

	Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan
	200.000.000,00
	193.380.000,00
	96,69

	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
	12.823.102.000,00
	10.550.874.095,00
	82,28

	Perencanaan teknis pembangunan jaringan irigasi
	50.000.000,00
	48.400.000,00
	96,80

	Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK PENUGASAN)
	7.347.000.000,00
	5.533.664.000,00
	75,32

	Operasional Sumber Daya Air
	774.000.000,00
	721.172.600,00
	93,17

	Perbaikan Jaringan Irigasi
	4.652.102.000,00
	4.247.637.495,00
	91,31

	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
	5.110.000.000,00
	5.042.177.335,00
	98,67

	Fasilitasi Program Hibah Air Minum Perdesaan
	4.050.000.000,00
	4.044.284.482,00
	99,86

	Biaya Kegiatan Fasilitator dan Operasional PAMSIMAS
	150.000.000,00
	99.768.753,00
	66,51

	Pendampingan Program Reguler PAMSIMAS
	820.000.000,00
	810.140.000,00
	98,80

	Operasional Fasilitasi Badan Pengelola Air Minum (BP SPAMS)
	40.000.000,00
	38.494.100,00
	96,24

	Perencanaan Penyusunan DED Program SAIIG Tahap II Kabupaten Karanganyar
	50.000.000,00
	49.490.000,00
	98,98

	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
	15.294.465.000,00
	14.954.673.050,00
	97,78

	Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur Alkal
	57.475.000,00
	53.726.700,00
	93,48

	Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Jatipuro
	810.300.000,00
	777.045.700,00
	95,90

	Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Jatiyoso
	797.700.000,00
	770.202.000,00
	96,55

	Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Jumantono
	890.000.000,00
	866.657.500,00
	97,38

	Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Jumapolo
	895.620.000,00
	872.914.200,00
	97,46

	Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Matesih
	883.000.000,00
	865.741.300,00
	98,05

	Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Tawangmangu
	857.800.000,00
	845.271.000,00
	98,54

	Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Ngargoyoso
	924.900.000,00
	912.247.500,00
	98,63

	Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Karangpandan
	908.200.000,00
	891.148.000,00
	98,12

	Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Karanganyar
	1.023.200.000,00
	1.009.507.550,00
	98,66

	Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Tasikmadu
	1.062.270.000,00
	1.000.279.400,00
	94,16

	Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Jaten
	920.600.000,00
	909.987.100,00
	98,85

	Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Colomadu
	845.200.000,00
	834.400.500,00
	98,72

	Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Gondangrejo
	872.400.000,00
	858.812.800,00
	98,44

	Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Mojogedang
	845.200.000,00
	837.302.400,00
	99,07

	Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Kebakkramat
	985.800.000,00
	970.532.900,00
	98,45

	Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Kerjo
	859.400.000,00
	842.431.500,00
	98,03

	Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Jenawi
	855.400.000,00
	836.465.000,00
	97,79

	Program pembangunan infrastruktur perdesaan
	21.916.000.000,00
	20.884.537.421,00
	95,29

	Pembangunan Jalan Lingkungan
	1.370.000.000,00
	1.338.345.000,00
	97,69

	Pembangunan Talud Lingkungan
	800.000.000,00
	782.935.000,00
	97,87

	Pengembangan SPAM Kawasan Rawan Air Program DAK Penugasan
	1.400.000.000,00
	1.338.689.740,00
	95,62

	Pengembangan SPAM Kawasan Rawan Air Program DAK Reguler
	1.618.000.000,00
	1.556.449.000,00
	96,20

	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Program DAK Penugasan
	4.455.000.000,00
	4.450.870.000,00
	99,91

	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Program DAK Reguler
	2.543.000.000,00
	2.531.250.000,00
	99,54

	Pembangunan Jembatan Lingkungan
	255.000.000,00
	248.750.000,00
	97,55

	Pengembangan SPAM Kawasan Rawan Air
	8.335.000.000,00
	7.853.588.020,00
	94,22

	Pendampingan DAK Sanitasi
	120.000.000,00
	79.693.661,00
	66,41

	Pembangunan Jalan Lingkungan Pedesaan
	745.000.000,00
	437.622.000,00
	58,74

	Pembangunan Talud Lingkungan Pedesaan
	275.000.000,00
	266.345.000,00
	96,85

	Program Perencanaan Tata Ruang
	1.992.900.000,00
	1.634.959.987,00
	82,04

	Pengendalian Mutu dan Operasional Bina Konstruksi
	130.000.000,00
	105.353.467,00
	81,04

	Operasional TABG Perijinan IMB dan SLF
	135.000.000,00
	27.014.000,00
	20,01

	Pembinaan Konstruksi
	50.000.000,00
	50.000.000,00
	100,00

	Penyelenggaraan Kegiatan Site Plan
	100.000.000,00
	96.071.500,00
	96,07

	Kegiatan BKPRD
	225.000.000,00
	221.405.020,00
	98,40

	Peningkatan Operasional Laboratorium
	1.352.900.000,00
	1.135.116.000,00
	83,90

	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
	312.000.000,00
	258.121.600,00
	82,73

	Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Umum
	312.000.000,00
	258.121.600,00
	82,73

	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
	20.000.000,00
	19.999.000,00
	100,00

	Publikasi Sosial Media dan Pengelolaan Aduan
	20.000.000,00
	19.999.000,00
	100,00

	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
	22.000.000,00
	21.750.600,00
	98,87

	Penyusunan standar satuan harga
	22.000.000,00
	21.750.600,00
	98,87

	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
	95.000.000,00
	53.309.000,00
	56,11

	Harmonisasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Non Perda
	45.000.000,00
	3.371.000,00
	7,49

	Penyusunan Produk Hukum Non Perda
	50.000.000,00
	49.938.000,00
	99,88

	Program pengembangan data/informasi
	260.550.000,00
	229.494.000,00
	88,08

	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
	200.550.000,00
	198.832.000,00
	99,14

	Penyusunan laporan e-Monitoring DAK dan APBN
	40.000.000,00
	10.664.400,00
	26,66

	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
	20.000.000,00
	19.997.600,00
	99,99

	Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
	100.000.000,00
	98.840.000,00
	98,84

	Penyusunan DED Gedung Teater BHINEKA TUNGGAL IKA
	50.000.000,00
	49.500.000,00
	99,00

	Penyusunan DED Masjid Agung Karanganyar
	50.000.000,00
	49.340.000,00
	98,68

	TOTAL
	179.395.748.000,00
	156.895.783.327,00
	87,46


	Jumlah anggaran kegiatan tahun 2018
	  179.395.748.000,00 

	Jumlah realisasi kegiatan tahun 2018
	   156.895.783.327,00 


  Prosentase 





         87,46 %

Pada tahun 2018 secara umum seluruh kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat direalisasikan secara efektif dan Efisien. Pada realisasi dananya semua kegiatan dapat direalisasikan sama dengan target dan banyak yang lebih rendah dari target hal ini disebabkan karena adanya perbedaan nilai pagu anggaran dengan kontrak lelang sehingga ada sisa tender. Pada pencapaian outcome rata-rata semua kegiatan harus sama dengan output hal ini diharuskan karena semua volume kegiatan fisik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah tertuang pada kontrak kerja sehingga rata-rata seluruh kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tercapai secara efektif.
Proses Pengadaan Barang dan Jasa diserahkan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan mengacu kepada Perpres No.54 Tahun 2010. Pelaksanaan paket-paket pekerjaan dilaksanakan setelah proses pelelangan selesai serta telah ditandatanganinya kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Jasa. Pengawasan paket-paket pekerjaan dilaksanakan oleh Tenaga Pengawas Lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar, dari seluruh paket-paket pekerjaan tersebut tidak ada yang pengawasannya diserahkan kepada Konsultan Pengawas. Adapun evaluasi pelaksanaan pekerjaan  telah dilaksanakan secara berkala dengan mengadakan Rapat Evaluasi Kegiatan Fisik dengan dihadiri oleh Penyedia Jasa Konstruksi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Tim Tenaga Ahli Konstruksi serta Pengawas Lapangan. Sedangkan Proses Serah Terima Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) telah dilaksanakan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang beranggotakan 5 personil lintas SKPD di Kabupaten Karanganyar. Adapun tugas Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) ini diantaranya : melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang tercantum dalam kontrak, menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian, membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, serta  memberikan laporan dan saran pertimbangan kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pembuat Komitmen apabila terjadi hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan.

Dalam pemeriksaan yang sifatnya lebih teknis, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dibantu oleh Tenaga Teknis. Tim ini bertanggung jawab membantu Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan rincian tugas sebagai berikut : membantu pelaksanaan tugas-tugas Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), melakukan pemeriksaaan hasil pekerjaan secara kualitas dan kuantitas disesuaikan dengan kontrak, sesuai bidang masing-masing (menghitung prestasi fisik), melakukan pemeriksaan administrasi proyek/kegiatan sesuai dengan ketentuan prestasi fisik, memberikan saran, masukan, pertimbangan dan penyelesaian masalah kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan apabila terjadi hambatan/masalah dalam pelaksanaan kegiatan, serta bertanggung jawab kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

BAB IV

PENUTUP

Dengan telah selesainya pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Dinas Pekerjaaan Umum telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam tinjauan umum tingkat keberhasilan Dinas Pekerjaaan Umum dalam melaksanakan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pekerjaaan umum yang meliputi Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Pengairan dan ESDM telah tercapai dengan baik, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga telah dapat melaksanakan fungsinya dengan baik sebagai perumus kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan bidang pekerjaaan umum yang melayani masyarakat meliputi pelayanan umum bidang pekerjaaan umum, pekerjaan yang bersifat intern, pembinaan terhadap UPT-UPT dalam lingkungan Dinas Pekerjaaan Umum dan juga telah melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati dengan baik.
Kesimpulan :

1. Secara umum hasil pengukuran kinerjanya adalah baik yakni tingkat pencapaian target kinerjanya mencapai lebih 75%, Kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah kurangnya pengawalan dan pengawasan kegiatan mulai dari penganggaran sampai selesainya pelaksanaan kegiatan.
2. Pentingnya untuk selalu menjalankan penerapan sistem manajemen mutu sehingga diharapkan dapat menghasilkan produk/hasil yang baik.
3. Peningkatan koordinasi antar bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga kegiatan dapat terselenggara sesuai target.
4. Penetapan Perubahan Anggaran idealnya dilakukan pada bulan agustus agar pelaksanaan kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal terutama pada kegiatan fisik.

5. Pembuatan RAB dan gambar seharusnya sebelum tahun anggaran dimulai sudah jadi, sehingga mempercepat pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran tersebut.

                                                           Karanganyar,    Januari 2019
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 

     KABUPATEN KARANGANYAR

ttd
          EDHY SRIYATNO,ST,MT

   Pembina Tk. I

        NIP. 19600323 198703 1 007[image: image6.png]



BIDANG


JALAN





SEKSI


PERENCANAAN BINA MARGA





SEKSI


PEMB. & PENING. JALAN





SEKRETARIAT





SUB BAGIAN


PERENCANAAN





SUB BAGIAN


KEUANGAN





SUB BAGIAN


UMUM & KEPEGAWAIAN





BIDANG


TATA RUANG DAN BINA KONSTRUKSI





BIDANG


CIPTA KARYA





KEPALA


DINAS





BIDANG


SUMBER DAYA MANUSIA





SEKSI


TATA RUANG





SEKSI 


BINA KONSTRUKSI





SEKSI


PERENCANAAN CIPTA KARYA





SEKSI


PENYEHATAN LINGKUNGAN





SEKSI


INFRASTRUKTUR K.CIPTAKARYAAN





SEKSI


PERENCANAAN SDA 





SEKSI


PEMBANGUNAN& PENINGKATAN PENGAIRAN





KELOMPOK


JABATAN FUNGSIONAL





Ka.UPT


DPUPR





Ka.UPT 


DPUPR





Ka.UPT


DPUPR








Ka.UPT


DPU








Ka.UPT


DPUPR








Ka.UPT


DPUPR





SEKSI


PENGENDALIAN MUTU





SEKSI


PELESTARIAN & OPERASI SDA





SEKSI


PEMB. & PENG. JEMBATAN











PAGE  

_1613354148.xls
Chart1

		

		0.5		0.5346		1.0692

		0.5		0.5491		1.0982



target

realisasi

capaian



Sheet1

		

						SASARAN STRATEGIS 1
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						INDIKATOR KINERJA		SATUAN		TARGET AKHIR		TARGET		REALISASI		% CAPAIAN		% CAPAIAN S/D 2018 TERHADAP TARGET AKHIR 2018
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						Rata - rata Capaian Sasaran 2										132%		189%

						SASARAN STRATEGIS 3

						Mewujudkan infrastruktur dasar pemukiman perdesaan yang baik
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						Mewujudkaan kesesuaian pemanfaatan ruang
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				NO		SASARAN		INDIKATOR SASARAN		SAT		PERBANDINGAN		2014 (%)		2015 (%)		2016 (%)		2017(%)		2018(%)

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				1		Mewujudkan infrastruktur jalan yang mantap		Prosentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap		%		target		52.9%		55.8%		58.9%		62.0%		65.1%
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				2		Mewujudkan infrastruktur irigasi yang baik		Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik		%		target		55.56%		59.1%		62.6%		66.20%		66.20%
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